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KATA PENGANTAR 
 
Bismillahirrahmanirrahim. 
Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan 

karunia-Nya sehingga buku ajar ini dapat diselesaikan dan diterbitkan. Buku 
ajar ini berjudul "Pengantar Regulasi Kepelabuhanan" dan ditujukan untuk 
mahasiswa program studi Ilmu Hukum, khususnya yang mengambil mata 
kuliah Hukum Pelayaran dan Kepelabuhanan. 

Buku ajar ini disusun dengan tujuan untuk memberikan pengetahuan 
dan pemahaman dasar tentang konsep, prinsip, dan peraturan perundang-
undangan yang berkaitan dengan kepelabuhanan di Indonesia. 
Kepelabuhanan merupakan salah satu sektor penting dalam perekonomian 
nasional, karena berperan sebagai pintu gerbang perdagangan, transportasi, 
dan logistik. Kepelabuhanan juga memiliki dampak terhadap lingkungan, 
sosial, dan keamanan. Oleh karena itu, regulasi kepelabuhanan harus disusun 
dan diterapkan dengan baik, agar dapat menciptakan sistem kepelabuhanan 
yang efisien, efektif, dan berkelanjutan. 

Buku ajar ini terdiri dari tujuh bab, yaitu, Bab I: Pengertian dan ruang 
lingkup kepelabuhanan, termasuk konsep, fungsi, tujuan, jenis, komponen, 
pelaku, hak dan kewajiban, dan prinsip-prinsip kepelabuhanan di Indonesia. 
Bab II: Peraturan perundang-undangan yang mengatur kepelabuhanan, 
termasuk Undang-undang Pelayaran, Peraturan Pemerintah Kepelabuhanan, 
Peraturan Pemerintah Penyelenggaraan Bidang Pelayaran, dan Peraturan 
Menteri Perhubungan terkait kepelabuhanan. Bab III: Penyelenggaraan 
pelabuhan, termasuk badan usaha pelabuhan, konsesi kepelabuhanan, 
perencanaan dan pembangunan pelabuhan, dan pengoperasian dan 
pemeliharaan pelabuhan. Bab IV: Pelayanan dan jasa kepelabuhanan, 
termasuk jenis, tarif, standar, dan mekanisme pelayanan dan jasa 
kepelabuhanan, serta hak dan kewajiban pengguna dan penyedia jasa 
kepelabuhanan. Bab V: Kinerja dan keamanan kepelabuhanan, termasuk 
indikator, metode, dan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja dan 
keamanan kepelabuhanan, serta upaya-upaya untuk meningkatkan kinerja 
dan keamanan kepelabuhanan. Bab VI: Keselamatan dan kelestarian 
lingkungan kepelabuhanan, termasuk peraturan, standar, dan praktik yang 
berkaitan dengan keselamatan dan kelestarian lingkungan kepelabuhanan, 
serta dampak dan resiko yang ditimbulkan oleh kegiatan kepelabuhanan 



 

 

terhadap keselamatan dan kelestarian lingkungan. Bab VII: Kerjasama dan 
hubungan internasional kepelabuhanan, termasuk perjanjian, organisasi, 
dan inisiatif yang berkaitan dengan kerjasama dan hubungan internasional 
kepelabuhanan, serta peluang dan tantangan yang dihadapi oleh Indonesia 
dalam kerjasama dan hubungan internasional kepelabuhanan. 

Setiap bab dilengkapi dengan soal latihan dan kesimpulan untuk 
menguji pemahaman dan mengulang materi yang telah dipelajari. Kami 
berharap buku ajar ini dapat bermanfaat bagi para mahasiswa, dosen, 
praktisi, dan masyarakat umum yang tertarik dengan topik kepelabuhanan. 

Kami menyadari bahwa buku ajar ini masih memiliki banyak 
kekurangan dan keterbatasan. Oleh karena itu, kami mengharapkan kritik 
dan saran yang membangun dari para pembaca untuk perbaikan buku ajar 
ini di masa mendatang. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada semua 
pihak yang telah membantu dan mendukung proses penyusunan dan 
penerbitan buku ajar ini. 

 
Gowa, Desember 2023 

 
 

Penulis 
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